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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi mencakup proses dajakash yang diterapkan
negara untuk memperbaiki kondisi ekonomi, politlen kesejahteraan sosial
warga negara/pendudukryaKesejahteraan sosial penduduk dapat dicapai
melalui pertumbuhan ekonomi sekaligus adanya pdaseradalam distribusi
pendapatan masyarakat, dengan kebijakan dan prgg@am yang
dijalankan, baik melalui kebijakan moneter maupehijakan fiskal.

Beberapa program dan kebijakan yang dikamrapditujukan antara lain
untuk pengendalian inflasi, peningkatan kesemp&tja, dan pertumbuhan
yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan kitimpangan dalam
distribusi pendapatan. Kebijakan dan program jugertujpuan untuk
memberikan/menyediakan layanan kepada publik yangencakup
pembangunan jalan raya, pengelolaan taman, dandayaedis bagi golongan
kurang mampu, serta pembiayaan di bidang pendidikeBedang dalam
perbaikan iklim usaha melalui upaya-upaya khusugara lain keuangan
usaha, pemasaran, pembangunan kawasan huniarsj denekspansi usaha,
alih teknologi, pengembangan properti dan lain geimga. Bila tujuan
pembangunan hanya mengejar pertumbuhan ekonoma tidek seluruhnya

menjadikan penduduk sejahtera, bahkan menimbylkamg kesejahteraan

L O'sullivan & SheffrinEconomics: Principles in actiorfNY: Pearson Prentice Hall, 2003)



bagi masyarakat, atau timbulnya ketimpangan dalstrilmlsi pendapatan
masyarakat.

Konsep ketimpangan distribusi pendapatanséndiri berbeda dengan
konsep kemiskinan. Jika kemiskinan diukur melalandar hidup yang absolut
dengan kriteria tertentu, maka ketimpangan dissiipendapatan masyarakat
cenderung melihat pendapatan dari standar hiduptifretlari seluruh
masyarakat, yang dapat disebabkan oleh kesenjangana yang kaya dan
yang miskin. Tinggi-rendahnya ketimpangan distrilpendapatan masyarakat
dapat dilihat secara agregat menggunakan Indeks, Getara wilayah
menggunakan Indeks Williamson, dan secara sekfwsal diukur dengan
Indeks Theil.

Pembangunan ekonomi suatu negara dinyatb&drasil jika terjadinya
pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurgagrketimpangan
pendapatan. Ketimpangan pembagian pendapatan diaraaeggara
berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah memgathatian utama dalam
menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatiardidiaisarkan pada
pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin inglesnya
ketimpangan pembagian pendapatan dengan penegjgiahieberapa negara.

Myrdal (ML Jhingan? berpendapat bahwa pembangunan ekonomi
menghasilkan suatu proses sebab akibat sirkuleg yaembuat si kaya
mendapat keuntungan semakin banyak dan merekatgeimggal di belakang

menjadi semakin terhambat. Dampak balikagkwash effert cenderung

> M.L Jhingan Ekonomi Pembangunan dan Perencan@kakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
p.268-275



membesar sedangkan dampak selspre@d effegt cenderung mengecil.
Secara kumulatif kecenderungan ini semakin mempekbketimpangan
internasional dan menyebabkan ketimpangan regidiaaltara negara-negara
terbelakang.

Ketidakmerataan regional dalam suatu nedaesakar pada dasar
nonekonomi. Ketimpangan ini berkaitan erat dengaters kapitalis yang
dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yg@n mendorong
berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-allayang memiliki
harapan laba tinggi sementara wilayah-wilayah keitap terlantar, hal ini
menurut Myrdal dikarenakan oleh peranan bebas keRupasar, yang
cenderung memperlebar ketimbang mempersempit katiggn regional. Jika
segala sesuatunya diserahkan pada kekuatan pasardi&ingi oleh intervensi
kebijakan apapun, maka produksi, industri, perdggan perbankan dan
hampir semua kegiatan ekonomi yang di dalam suatakpnomian sedang
berkembang yang cenderung mendatangkan keuntukgamsngelompok di
daerah atau wilayah-wilayah tertentu dan meninggaldaerah-daerah yang
semakin terbelakang. Hal ini terbukti dari niladéks ketimpangan Williamson

terhadap provinsi di Indonesia.



Tabel I.1 Perkembangan Indeks Williamson di Indones
Tahun 2010-2012

No. Provinsi Tahun
2010 | 2011 2012
1 Nanggroe Aceh Darussalam 0,202 | 0,239 0,251
2 Sumatera Utara 0,331 | 0,344| 0,355
3 Sumatera Barat 0,298 | 0,299| 0,404
4 Riau 0,192 ( 0,222| 0,207
5 Jambi 0,757 | 0,842 0,85
6 Sumatera Selatan 0,675 0,765| 0,874
7 Bengkulu 0,171 | 0,165 0,16
8 Lampung 0,147 | 0,152 0,16
9 Bangka Belitung 0,049 | 0,042 | 0,065
10 Kepulauan Riau 0,328 | 0,297 0,221
11 DKI Jakarta 0,536 0,59| 0,631
12 Jawa Barat 0,738 0,79 0,813
13 Jawa Tengah 0,301 | 0,584 0,604
14 DI Yogyakarta 0,398 ( 0,399| 0,364
15 Jawa Timur 0,7 0,953( 0,652
16 Banten 0,61 | 0,539| 0,564
17 Bali 0,096 | 0,109 | 0,006
18 Nusa Tenggara Barat 0,254 | 0,256 0,26
19 Nusa Tenggara Timur 0,047 ( 0,05 | 0,053
20 Kalimantan Barat 0,236 | 0,273 0,274
21 Kalimantan Tengah 0,301 | 0,279 0,339
22 Kalimantan Selatan 0,568 ( 0,364| 0,361
23 Kalimantan Timur 0,581 0,617 0,653
24 Sulawesi Utara 0,205 | 0,208| 0,204
25 Sulawesi Tengah 0,132 0,149| 0,167
26 Sulawesi Selatan 0,327 0,706| 0,327
27 Sulawesi Tenggara 0 0 0
28 Gorontalo 0,213 | 0,217 0,22
29 Sulawesi Barat 0,335 0,345| 0,291
30 Maluku 0,513 0,433 0,474
31 Maluku Utara 0,431 | 0,427 0,429
32 Papua 0,412 | 0,409 0,434
33 Papua Barat 0,214 | 0,208 0,174

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)



Data diatas menunjukkan bahwa adanya fluktuasiikengketimpangan dari
tahun ke tahun pada provinsi-provinsi besar sepakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, darm&era Selatan.
Terlihat pula dari seluruh provinsi rata-rata meéaga kenaikan ketimpangan
yang disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak petyelierjadinya
ketimpangan tersebut. Salah satu sebab terjadiefimmpangan antara lain
karena adanya alokasi sumber daya yang tidak mgtaga karena adanya
kelangkaan akan sumber daya tersébuedangkan Heshmétidalam
penelitiannya telah mengidentifikasi beberapa peaeltentang penyebab dari
ketimpangan distribusi pendapatan.

Penyebab tersebut antara lain karena jupdsiduduk yang besar, biaya
hidup tinggi, keterbukaan ekonomi (termasuk gldzei), teknologi,
spesialisasi produksi, pertumbuhan ekonomi, skyn berimbas pada
teknologi dan upah), permintaan dan penawaran suddye dan kebijakan
redistribusi.

Sumber daya yang langka tidak hanya sundsa manusia saja
(termasuk SDM yandhigh-tech) dan sumber daya alam (SDA), tapi juga
sumber daya modal (SDCap). Sumber daya modal memgeggaranan yang
sangat penting, terutama untuk para pelaku usahetin kecil dan menengah
(IKM). Sumber daya modal dapat mempengaruhi tingl&icapaian tujuan

produksi/pertumbuhan ekonomi seperti banyak dikexkak dalam teori-teori

% Deininger, Klaus and Squier, Lyn. 19%conomic Growth and Income Inequality: Reexaming the
links. Finance & Development, March 1997, vol 34, No.13®-41

4 Heshmati, Almas, 2006Lhe World Distribution of Income and Income InedyalA Review of the
Economics Literaturgournal of world-systems research, XlI, I, JuB0B, 61-107



pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus dapat meningkattaraf hidup
masyarakat melalui kesempatan berusaha/berprodsékingga pendapatan
masyarakat akan meningkat. Jika pendapatan masyaraningkat, terutama
bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan tidakipu, maka
diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkahggghdiharapkan adanya
pemerataan dalam pendapatan masyarakat. Olehakitugrerlu keberpihakan
pada golongan menengah dan tidak mampu, dengan entesempatan pada
kedua golongan masyarakat tersebut untuk mempémelgakses sumber
daya modal/financial.

Keberpihakan pada masyarakat menengahidi mampu memerlukan
peran dari pemegang otoritas kebijakan dalam merkah sumber daya
modal/financial tersebut. Selama ini kebijakan yadgujukan untuk
menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan Ibhityak yang dilakukan
melalui kebijakan fiskal, termasuk kebijakan redlstsi melalui pembayaran
transfer dan subsidi pada masyarakat tertentu. Naakhir-akhir ini, peran
kebijakan moneter sering dibicarakan pula guna sy ketimpangan
distribusi pendapatan masyarakat. Pentingnya sumiéga finansial untuk
menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatesyarakat banyak
disarankan terutama pasca dunia dilanda krisisekopada 2008.

Coibion (2012)yang meneliti bahwa tindakan kebijakan monetergyan
selama ini dijalankan oleh perbankan Amerika Sérdexara sistematis telah

ikut meningkatkan ketimpangan pada pendapatan jpeketal pendapatan,

* Coibion, et all, 2012Innocent Bystanders? Monetary Policy and InequatityS IMF Working Paper,
Agustus 2012



konsumsi dan pengeluaran total. Atau dengan katapkerbankan AS harus
lebih tepat menerapkan kebijakan moneternya. Sédangernyataan Coeure
(2012f dari Bank Sentral Eropa menyebutkan bahwa kedijakioneter
berkaitan secara langsung maupun tidak langsungyaderketimpangan
pendapatan melalui berbagai saluran seperti tingkkatga baik current
maupunexpected interestpenyaluran kredit dan harga-harga asset. Di sin
Coeure menawarkan solusi untuk mengatasi ketimpapgadapatan di Eropa
yang dilanda krisis melalui saluran kebijakan menetermasuk penyaluran
kredit.

Sumber daya modal yang berwujud uang disstmnber daya finansial.
Sumber daya finansial merupakan uang yang tersedigk sebuah usaha yang
digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk uang,tsoait berharga likuid
dan jalur kredit. Sebelum masuk ke bisnis, pengugadrlu mengamankan
sumber daya keuangan yang memadai agar dapat kesogesuai dengan
tujuan perusahaan. Bagi pengusaha yang bergerdkatia Mikro, Kecil dan
Menegah (UMKM) penyediaan sumber daya finansialgaardibutuhkan,
karena keterbatasan modal mereka. Oleh karena igarlekan adanya
keberpihakan otoritas moneter untuk mengalokasswnber daya financial
untuk pelaku UMKM, yang di Indonesia merupakan asgdng lebih dari 90%

menyerap angkatan kerja.

® Coeure, Benoit. 2012What can monetary policy do about inequadlitpaper Presentation at the
International Day for the Eradication of Povertptergroup “Extreme poverty and human rights, Fourth
World Committee” event, European Parliament, BrusdélOktober 2012.



Pentingnya penyaluran kredit oleh perbankada masyarakat untuk
kegiatan usaha, baik usaha mikro, kecil atau meatemngiah banyak diteliti.
Menurut Taty Widayati (2003) dalam tujuannya dibleatbaga keuangan atau
perbankan baik lembaga keuangan konvensional, afyaataupun mikro
bertujuan (1) membuka akses para pengusaha kexildagpat meningkatkan
aktivitas pengusaha kecil dalam hal pembiayaan ajsbhaik dalam bentuk
modal kerja maupun investasi; (2) menumbuhkan dasmupuk jiwa
kewirausahaan di lingkungan masyarakat menengdiak@h sehingga dapat
menjadi solusi pengentasan kemiskihan

Lebih lanjut (Nurul Widyaningrum, 2002) ngattakan lembaga keuangan
mikro yang didirikan tidak hanya untuk memberikaasg keuangan bagi
masyarakat kecil, tetapi juga terjun dengan isulpgdayaan. Kelompok ini
terutama melihat bahwa pembukaan akses kepada Kasangan atau
permodalan mikro merupakan titik masuk (entry poinohtuk kegiatan
pemberdayaan yang lain, seperti meningkatkan akskeadap sumber modal,
mengentaskan kemiskinan, memberdayakan perempusmygaesalah satu
penunjang kegiatan ekonomi keluarga, dan sebadaidgail penyaluran KUR
yang tercatat dalam komite Kredit Usaha Rakyatlaligh Indonesia melalui 7
Bank nasional (BRI, BNI, Mandiri, BSM, Bukopin, BTNlan BNI syariah)
mencatatkan hasil penyaluran sebanyak 20 Triliurpid&u dengan Plafon

berkisar antara 10 hingga 50 juta rupiah mampu hsitkan angka dan total

7 Tatik Widayati, 2003.Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan MiRunga Rampai
Lembaga Keuangan Mikro. (Jakarta : Business Innonaienter, 2003)

® Nurul Widyaningrum, 2002Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusail. k
(Bandung : Yayasan AKATIGA, 2002)



nasabah sebanyak 7.5 juta deBit®enyaluran tersebut diberikan kepada para
pengusaha mikro, kecil dan menengah yang kebanyb&egerak dibidang
pertanian, perdagangan, dan hotel restoran. Peapaldana tanpa agunan
sebanyak itu merupakan salah satu usaha yang kiilakpemerintah dalam
memanfaatkan sumberdaya finansial yang bersumbeBdak yang tentunya
berasal dari kegiatan menerima dan menyalurkan dagamasyarakat guna
meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekondmagaenana tujuan
dan fungsi berdirinya perbankan.

Indeks Gini yang mengukur ketimpangan peatiap masyarakat terus
naik empat tahun belakangan ini (tahun 2008-201%inganasing 0,350,
0,370, 0,80, dan 0,410) membuat pemerintah Indanmegsinganggap penting
akan penyaluran kredit modal kerja untuk menurunkamiskinan dan
ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebahtditindak lanjuti dengan
menerapkaririple track strategyoleh pemerintah di tahun 2011, yang meliputi
pro-growth, pro-job dan pro-poor. Salah satu kebijakannya adalah
memberdayakan masyarakat melalui PNPM mandiri ukélikarga miskin dan
KUR untuk usaha rakyat yang produktif. Berdasark2eta Kementerian
Perekonomian tahun 2012 salah satu daerah yangrimankebermanfaatan
dari digalakkannya program KUR/KMK adalah proviBsimatera Barat.

Tercatat kurang lebih 15 ribu debitur gd@agusaha mikro dan kecil telah
menerima bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpmag dengan kisaran

dibawah 20 juta rupiah. Program tersebut secard aktncatat 61,33%

? Laporan Kinerja Kementerian koordinator Perekonontédaun 2012
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berjalan secara baik dengan sasaran para pedagargs&perti : penjual
sayur-sayuran, pengusaha kedai makanan dan miny®agysaha ikan, serta

pengusaha penjahitan di kabupaten Pesisir Séfatan

Sepanjang perjalanannya, pola pemberiantuban melalui saluran
permodalan bagi usaha kecil dan mikro ternyatamasbentur pada distribusi
kredit yang terpusat dikota-kota besar saja, halmangindikasikan bahwa
pengelolaan kebijakan moneter masih berorientasda paefektivitas
pengembalian dana modal ketimbang menitikberatk@pada manfaat
penggunaan arus modal guna mendirikan usaha-usai@ berbasis rakyat

secara produktif. Hal ini terlihat dari data di kzwini:

' Kredit Usaha Rakyat (KUR) Memudahkan Akses PermodBéa Pedagang Kecil di Sumatera Barat,
(http://www.setkab.go.id/pro-rakyat-6713-kredit-haarakyat-kur-memudahkan-akses-permodalan-bagi-
pedagang-kecil.html) (diakses tanggal 20 Maret 2013
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Tabel I.2 Penyaluran Kredit UMKM Provinsi di Indone sia
Tahun 2010-2012 (Dalam Juta Rupiah)

Pinjaman yang diberikan

No Provinsi
2010 2011 2012

1 | Nanggroe Aceh Darussalam 117.612 18.629.798 21.281.179
2 Sumatera Utara 52.000 83.227.491 104.234.007
3 Sumatera Barat 476.397 516.009 30.449.550
4 Riau 35.850 33.606 51.475.647
5 Jambi 200.000 800.000 19.966.134
6 Sumatera Selatan 218.000 287.000 51.680.598
7 Bengkulu 500.000 1.391.464 8.607.798
8 Lampung 30.000 18.000 38.880.676
9 Bangka Belitung 241.000 74.000 7.491.575
10 Kepulauan Riau 193.091 200.325 26.903.767
11 DKI Jakarta 248.145.727| 249.750.560 743.004.527
12 Jawa Barat 36.160.645 37.101.729 280.278.527
13 Jawa Tengah 1.250.670 1.413.413 149.202.36pH
14 DI Yogyakarta 684.880 800.033 17.058.887
15 Jawa Timur 775.947 920.352 222.511.227
16 Banten 14.440 14.845 114.920.159
17 Bali 1.594.770 10.278.105 27.711.517
18 Nusa Tenggara Barat 244.000 518.000 13.998.341
19 Nusa Tenggara Timur 3.195 3.119 10.941.160
20 Kalimantan Barat 287.923 224.304 27.587.778
21 Kalimantan Tengah 2.296.631 2.246.980 24.139.868
22 Kalimantan Selatan 135.000 113.000 28.980.667
23 Kalimantan Timur 647.993 471.222 64.270.592
24 Sulawesi Utara 150.000 932.150 18.918.546
25 Sulawesi Tengah 450.000 700.000 13.231.665
26 Sulawesi Selatan 153.576 164.721 57.702.150
27 Sulawesi Tenggara 190.000 765.000 8.646.687
28 Gorontalo 178.212 271.402 5.348.785
29 Sulawesi Barat 242.109 221.256 3.565.099
30 Maluku 35.024 32.958 5.841.953
31 Maluku Utara 40.000 45.000 2.349.004
32 Papua 8.121 7.598 11.633.092
33 Papua Barat 7.500 15.000 2.321.738

Total 292.628.043| 397.262.721 2.236.789.243
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Data menunjukkan perkembangan pemberian kredit UM#Meluruh
provinsi Indonesia begitu bervariasi antara satwipsi dengan provinsi yang
lain. Dapat kita ketahui bahwa saluran kredit lelbéimyak mengalir ke pulau
Jawa dengan total penyaluran mencapai 2.7 Trileshaisgkan daerah yang
jauh dari pusat ibukota seperti Sulawesi, nusagarsy dan Papua hanya
menyentuh angka 1.5 Milyar saja kendati di Kalinantpenyalurannya
termasuk besar. Hal diatas mengindikasikan adargtankgangan alokasi
dalam pemberian dana bantuan melalui pemberiant keaghba agunan terjadi
di Indonesia.

Faktor selain kebijakan moneter, kebijakeskal merupakan pilihan
kebijakan di banyak negara untuk mengatasi ketiggan distribusi
pendapatan, Kebijakan redistribusi seperti sulbdadi transfer masih banyak
diterapkan, termasuk di Indonesia. Indonesia méarpaegara yang termasuk
dalam negara yang melakukan pengeluaran pemerdatm jumlah besar
melalui produk subsidi yang ada. Subsidi yang admabnesia berasal dari
anggaran pemerintah pusat dan daerah, Dimana stdysiebut terdiri dari dua
jenis, yakni : subsidi energi dan non-energi yarggldrkan oleh pemerintah
pusat, serta belanja subsidi yang dikeluarkan gbemerintah daerah.
Kebijakan terdistribusi merupakan salah satu upggmerintah untuk
mendorong perekonomian masyarakat dengan berbegghikpsubsidi seperti
subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidskin, maupun bantuan
operasional sekolah dan bantuan langsung tunaainS&kebijakan moneter

melalui PNPM mandiri dan KUR dalarriple track strategy pemerintah
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Indonesia juga memberikan subsidi berupa raskinddaa BOS, juga subsidi
lainnya seperti pengobatan gratis bagi masyaralsktim

Ketimpangan distribusi pendapatan yangktiderata merupakan efek

dari pembangunan ekonomi yang tidak merata, damatddipengaruhi oleh
ketimpangan distribusi di tahun sebelumnya, karpn@ses pembangunan
ekonomi biasanya merupakan proses pembangunanbgaiagjut.

Secara umum faktor-faktor utama penyebajadi@ya ketimpangan

ekonomi antar provinsi di Indonesia diuraikan selbagrikut :

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daertntentu
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ieygmd
ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomddarah dengan
konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbpesat,
sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekoremdah akan
cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan peutosnb
ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua (2) masalah utama dalam pembangunan ekosimonal
selama ini. Yaitu : terutama Jawa, dengan berbalgaan ekonomis
maupun politis atau strategis. Dua, yang dimaksedgdn efek
menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau pmgaembat. Hal
terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu
a. Sebagian besar input untuk berproduksi di impori daar,

bukannya disupplydari dari daerah. Oleh karena itu, keterkaitan

produksi ke belakang atau keterkaitan produksirantalustry hilir
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(downstream industjy di Jawa dan industri huluugstream

industry) di luar Jawa sangat lemah.

b. Sektor-sektor primer didaerah-daerah luar Jawakukta ekspor
tanpa memprosesnya terlebih dahulu untuk mendapatidai
mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnyebite
dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmigi n
tambahnya.

c. Kegiatan ekspor yang bersumber dari daerah di Jasra (baik
primer maupun dari industry hulu ataudstream industijypada
hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh Jawa.

Jadi, kurang berkembangnya sektor industnufaktur di luar
Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjagannakantar Jawa
dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan faktor-fakmmgymenyebabkan
sebagian besar industri penting di Indonesia, dadmkontribusinya
yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhad &dn
kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa katkextarbatasan-
keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasarkekil, infrastruktur
terbatas, dan kurang sumber daya manusia; waldog@oyak provinsi
di wilayah tersebut, seperti Aceh, Riau, Kalimantatan Papua,
memiliki sumber daya yang cukup.

Indikator lain yang juga menunjukkan pokrupa seperti pola
distribusi nilai tambah (NT) Industri antar proviredalah distribusi

investasi langsung, baik yang bersumber dari l@gen (penanaman
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modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanammdal
dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhleonemi dari
Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasiipastara tingkat
investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat aieat bahwa
kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pdsturan ekonomi
dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita dayalil tersebut
rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekongamg produkiif,
seperti industri manufaktur.
2. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah abtaerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produkssperti tenaga kerja
dan capital, antar provinsi juga merupakan terjgaliketimpangan
ekonomi regional. Dasar teorinya adalah sebagakuierPerbedaan
laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuatjadarya
perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar nmiovsejak
perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanésaequtput dan
input bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, nyaasebagai akibat
dari suatu kebijakan pemerintah), mempengaruhi Itedbiatau re-
alokasi faktor produksi antar provinsi. Sesuaiitdari A. Lewis yang
denganunlimited supply of labgrjika perpindahan faktor produksi
antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhperydangunan
ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapaisgamuia daerah
akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimamusa daerah

mengalambetter ofj.
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3. Perbedaan Sumber Daya Alam antar Provinsi

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakamwa pembangunan
ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam aah maju dan
masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerahgymiskin
sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya haitimatdhanya
sebagai modal awal untuk pembangunan, yang sefgmjuharus
dikembangkan terus. Oleh karenanya hal ini diparukaktor-faktor
lain, diantaranya yang sangat penting adalah telgndian sumber daya
manusia.

Dengan semakin pentingnya penguasaan teknologi dan
peningkatan sumber daya manusia, faktor endownlanibat laun
akan tidak relevan lagi. Bukti menunjukkan bahwgana-negara maju
di Asia Tenggara dan Timur, seperti, Jepang, K&elatan, Taiwan,
dan Singapura, adalah negara-negara yang sandan rsisnber daya
alam. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa fakttorfali luar
sumber daya alam jauh lebih penting dalam menentoigu tidaknya
pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

4. Perbedaan Kondisi Demografis antar Wilayah

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia, diskbhaboleh
perbedaan kondisi demografis antar provinsi, tematadalam hal
jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadgenduduk,
pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dars &grja. Faktor-

faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dantupgsuhan
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ekonomi lewat sisi permintaan dan sisi penawaramri Dsisi

permintaan, jumlah penduduk yang besar merupaka@ngiobesar
bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pemdprdagi

pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari sisap&ran, jumlah
populasi yang besar dengan pendidikan dan kesgahtg/ang baik,
disiplin yang tinggi, dan etos kerja yang tinggi romakan asset
penting bagi produksi.

5. Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (iatjawal trade) juga
merupakan unsur yang turut menciptakan ketimpamg@amomi regional di
Indonesia. Ketidaklancaran tersebut disebabkantai®a oleh keterbatasan
transportasi dan komunikasi. Perdagangan antainsioweliputi barang jadi,
barang modal, input perantara, bahan baku, matea&rial lainnya untuk
produksi, dan jasa. Jadi, tidak lancarnya arusngadgan jasa antar daerah
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu prdeiwvat sisi permintaan
dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, kelangkaang dan jasa untuk
konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadapatdedegiatan
ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengaramgrdan jasa tersebut
(misalnya antara pembelian motor yang diimpor damovinsi lain dan
permintaan terhadap topi pengaman (helm) yang diyks lokal) atau yang
sifatnya pendukung (misalnya bengkel atau jasaraspanotor). Sedangkan
dari sisi penawaran, sulitnya mendapatkan barandamaeperti mesin dan

alat-alat transportasi, input perantara, dan bdieku atau material lainnya,
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dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu priolumspuh atau tidak
beroperasi secara optimal, yang selanjutnya bgrartumbuhan ekonomi dan
tingkat pendapatan per kapita provinsi tersebuabn

Berdasarkan latar belakang di atas, péselibi ditujukan untuk melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan disBib pendapatan
masyarakat, melalui kemampuan alokasi sumber degndial khususnya
kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM),dan subsiang dikeluarkan

pemerintah serta ketimpangan distribusi pendapaende sebelumnya.

. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masatahka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh antara jumlah penduduk terh&ddppangan
distribusi pendapatan di Indonesia?

2. Apakah ada pengaruh antara tekhnologi terhadampatigan distribusi
pendapatan di Indonesia?

3. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber dayasfalaterhadap
ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?

4. Apakah ada pengaruh antara tingkat suku bungadaph&etimpangan
distribusi pendapatan di Indonesia?

5. Apakah ada pengaruh antara subsidi terhadap ketgapa distribusi

pendapatan di Indonesia?
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6. Apakah ada pengaruh antara investasi terhadap paatigan distribusi

pendapatan di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikeshsalah maka peneliti
membatasi penelitiannya pada “Pengaruh antara silskenber daya finansial
dan subsidi terhaddgtimpangan distribusi pendapatan di Indorfedfembatasan
dilakukan pada variabel sumber daya finansial mé&rupada alokasi
penyaluran kredit UMKM yang disalurkan perbankarintionesia atas dasar
alasan keberpihakan penyaluran kredit bagi UMKM gyderbukti mampu
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangatakasgrta alasan agar
dapat merangsang pertumbuhan serta distribusi patadayang lebih merata.
Pembatasan variabel subsidi merujuk kepada suB8#1 yang disalurkan

pemerintah ke seluruh provinsi di Indonesia.

D. Perumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang yalad tdiuraikan diatas dapat
dirumuskan beberapa masalah yang akan ditelitigeelberikut:
1. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber dayasfalaterhadap
ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh antara subsidi terhadap ketgapa distribusi

pendapatan di Indonesia?
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3. Apakah ada pengaruh antara alokasi sumber dayasfaladan subsidi

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di lesiaf?

E. Kegunaan Penelitian
Secara umum hasil penelitian ini diharapkapat berguna bagi semua
pihak baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bergumakimenambah referensi dan
khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pgmgatara alokasi
sumber daya finansial dan subsidi terhadap ketiggrandistribusi
pendapatan di Indonesia sehingga penelitian iniatdamenambah
perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakamuk bahan acuan,
masukan, serta referensi bagi peneliti selanjuttg/ juga penelitian ini
dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi alskasber daya finansial

dan subsidi terhadap ketimpangan distribusi pertdaph Indonesia.



